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Abstrak
 

The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically,

government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule

makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by

society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social

facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private

developer inappropriate to the needs that appear on case study object.

 

To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case

object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development

processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development

process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The

problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their

implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities

and public utility development process as the rule run.

 

This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single

step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that

social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government

support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make

clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive

synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some

problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in

middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

<hr>

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada

dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan

fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk

menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta

pandangan pengembang dalam pengadaannya.

 

Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum

dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan
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para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan.

Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian

diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan

tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang

terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan

fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-

faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang

dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya

dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan

fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat

tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas

bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan

melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu

pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan

masyarakat banyak.


